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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh surat teguran, surat 
paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari KPP Madya Palembang 
tahun 2015 sampai dengan 2017. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif 
untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh surat teguran, surat 
paksa, dan SPMP terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari hasil 
penelitian ini diketahui bahwa surat teguran, surat paksa, dan surat perintah 
melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Madya Palembang. Begitupula dengan SPMP berpengaruh terhadap 
pencairan tunggakan pajak. Namun hasil pada surat teguran dan surat paksa 
menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pencairan tunggakan pajak. 
 
Kata kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 
Tunggakan Pajak 
 
Abstract 
This research aims to determine the effect of the issuance of the warning letter, 
distress warrant, and confiscation letter toward disbursement of tax arrears. Types of 
data used are secondary data obtained from the Palembang Tax Office in years 2015-
2017. The method used in this research was a descriptive analysis to examine and 
provide an overview of how the influence of each variable in the form of a warning letter, 
distress warrant, and confiscation letter (SPMP) toward disbursement of tax arrears. 
This study uses a quantitative approach and using multiple linear regression analysis. 
The result from this research is that warning letter, distress warrant and confiscation 
letter have simultaneously effect to tax arrears at Palembang Tax Office. Also with the 
result of confiscation letter has effect to tax arrears. But warning letter and distress 
warrant does not have effect to tax arrears. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai 
keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber 
penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus meningkat dan 
memberi andil besar dalam  penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu 
dikatakan merupakan  primadona dalam membiayai pembangunan nasional. 
Peran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak perlu ditingkatkan dengan 
mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan 
negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan 
sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri 
kewajiban perpajakan karena pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi salah satu 
kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sedangkan  pemerintah dan aparatur pajak 
hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang 
telah ditetapkan. 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan 
Wajib pajak (WP) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 2016 hanya 
mencapai 63,15 persen.  Data Kementerian Keuangan menyebutkan Wajib pajak yang 
terdaftar sebanyak 32,77 juta WP sedangkan yang wajib menyerahkan SPT mencapai 20,17 
juta WP. Namun, realisasi SPT yang diterima oleh kantor pajak hanya 12,73 juta WP. 
Sedangkan untuk rasio kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak pada tahun 2017 
meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. Tingkat kepatuhan Wajib pajak (WP) pada 
2017 sebesar 72,6 persen atau mencapai 96,8 persen dari target sebesar 75 persen. Angka ini 
meningkat dibandingkan tingkat kepatuhan tahun lalu yang sebesar 63,15 persen 
(republika.co.id, 2018). 
Salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib pajak adalah dengan  
penerapan self assessment system (cnnindonesia.com, 2017). Indonesia, seperti beberapa 
negara lain di dunia, menggunakan metode self-assessment dalam sistem pengelolaan pajak. 
Wajib pajak diharuskan secara mandiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan 
kewajiban pajaknya sendiri ke kantor pajak. Selain melakukan perubahan sistem pemungutan 
pajak, pemerintah juga melakukan modernisasi (update technology) administrasi perpajakan 
agar lebih memudahkan Wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya 
Palembang Tahun 2015-2017 
Tahun Target Realisasi Pencapaian 
2015 Rp 4.494.495.244.104 Rp 3.317.529.531.811 73,81% 
2016 Rp 4.500.062.873.843 Rp 2.910.038.494.322 64,67% 
2017 Rp 4.050.031.795.000 Rp 2.912.112.533.406 71,90% 
Sumber : KPP Madya Palembang, 2018 
Tabel 1.1 memperlihatkan rencana target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP 
Madya Palembang dengan tahun anggaran 2015 hingga tahun 2017.  Pada tabel 1.1, terlihat 
bahwa realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada awal 
periode yaitu sebesar Rp4.494.495.244.104 untuk tahun 2015, Rp4.500.062.873.843 untuk 
tahun 2016, dan Rp4.050.031.795.000 untuk tahun 2017. Sedangkan untuk persentase 
pencapaian target tahun 2015 sebesar 73,81%, tahun 2016 sebesar 64,67%, dan untuk tahun 
2017 sebesar 71,90%. Tidak tercapainya target penerimaan pajak menimbulkan tunggakan 
pajak bagi yang belum melaksanakan kewajibannya tersebut. Dan tunggakan pajak tersebut 
dapat ditagih dengan melakukan tindakan penagihan aktif. 
Menurut Mardiasmo (2016, h.125), tindakan penagihan yang berpotensi memberikan 
pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh 
jurusita pajak. Penagihan pajak aktif diawali dengan penerbitan surat teguran yang 
dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayarnya dalam 
waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. 
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Surat teguran yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar 
membayar hutang pajaknya. Penagihan pajak dengan surat teguran diharapkan dapat 
memberikan pengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Namun jika Wajib 
Pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya, maka akan dilakukan penerbitan surat paksa. 
Menurut Mardiasmo (2016, h.121), surat paksa adalah surat perintah membayar utang 
pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan 
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. Undang-undang yang mengatur penagihan dengan surat paksa yaitu Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 1997. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat memberikan sebuah 
kepastian hukum dan keadilan. Undang undang ini juga diharapkan dapat mendorong 
kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya 
dibidang perpajakan supaya dapat mengurangi atau meminimalisir tunggakan pajak yang 
terjadi. Dengan begitu, dapat diharapkan penerimaan negara dan pembiayaan pembangunan 
nasional dari sektor pajak dapat lebih optimal.  Namun jika surat paksa tetap tidak bisa 
memaksa Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya, maka akan dilakukan penyitaan. 
Menurut Undang-Undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa, 
penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan 
pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-
undangan. Selama ini penyitaan dilakukan terhadap objek sita berupa harta gerak maupun 
harta tak bergerak. Pelaksanaan penyitaan dilaksanakan secara hati-hati mengenai objek sita 
yang potensial untuk dapat dicairkan dan dan status kepemilikan harus diperhatikan agar 
tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 
Beberapa penelitian tentang pengaruh penerbitan surat teguran dan surat paksa pernah 
dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Salah 
satu penelitian dilakukan oleh Juniardi (2014) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 
Utara. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayang Wijoyanti (2010) yang 
memperoleh kesimpulan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib 
pajak. Hasil serupa juga disimpulkan oleh Azriel Alam (2016) bahwa surat teguran, surat 
paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap realisasi pencairan 
tunggakan pajak. 
Namun, hasil yang berbeda didapatkan dari Erwis (2012) yang menjelaskan bahwa surat 
teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP 
Pratama Makassar Selatan, hasil ini sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Badrus 
Soleh (2018) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin. 
Berdasarkan uraian di atas maka pembahasan lebih lanjut terhadap  pengaruh penagihan 
pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Dalam penelitian ini mengambil judul 
“Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
(SPMP) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan 
Pajak Madya Palembang”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah penerbitan surat teguran memengaruhi pencairan tunggakan pajak? 
2. Apakah penerbitan surat paksa memengaruhi pencairan tunggakan pajak? 
3. Apakah penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) memengaruhi 
pencairan tunggakan pajak? 
4. Apakah penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan 
penyitaan (SPMP) secara simultan memengaruhi pencairan tunggakan pajak ? 
 
1.2 Ruang Lingkup 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penulis mengambil topik mengenai 
pengaruh surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap 
pencairan tunggakan pajak Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Hal 
ini dikarenakan jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat harus segera dilakukan 
penagihan. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
 1. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran terhadap pencairan tunggakan 
pajak. 
 2. Untuk mengetahui pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. 
 3. Untuk mengetahui pengaruh surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan 
tunggakan pajak. 
 4. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah 
melaksanakan penyitaan (SPMP) secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
  Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan 
khususnya di bidang perpajakan terkait penagihan pajak dan juga dapat menjadi bahan 
informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut sehingga terjadi penelitian berkelanjutan. 
Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai efektivitas penagihan aktif pajak untuk 
mencairkan tunggakan pajak sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi 
terkait dalam mengambil kebijakan. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori 
 2.1.1 Pajak 
  Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 bahwa : 
 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak 
 Ada 3 sistem yang dapat diterapkan dalam pemungutan pajak menurut Siti 
Resmi (2014, h.1), yaitu : 
1. Official Assesment System 
2. Self Assesment System 
3. With Holding System 
 2.1.3 Hambatan Pemungutan Pajak 
   Adapun hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016/, h.10) adalah : 
  1. Perlawanan pasif 
  2. Perlawanan aktif 
 2.1.4 Tunggakan Pajak 
   Menurut Siti Resmi (2014, h.40), definisi tunggakan pajak adalah tunggakan 
pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan 
pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa 
tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. 
 2.1.5 Surat Teguran 
   Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa 
tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan 
atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran. Sesuai pasal 8 ayat (2) UU Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa, surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila 
penganggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 
pembayaran. 
 2.1.6 Surat Paksa 
   Menurut Mardiasmo (2016, h.121), surat paksa adalah surat perintah membayar 
utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
 2.1.7 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 
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   Menurut Undang-Undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat 
Paksa, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan 
penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut 
peraturan perundang-undangan. 
 
2.2 Penelitian Sebelumnya 
 Beberapa penelitian mengenai pengaruh surat teguran, surat paksa, dan surat perintah 
melaksanakan penyitaan terhadap tunggakan pajak sebelumnya telah dilakukan. Adhitya 
Yuspitara (2017) melakukan penelitian terhadap penagihan pajak. Hasil yang ditemukan 
surat paksa berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak Hasil uji juga memberikan 
gambaran bahwa wajib pajak badan cenderung akan melunasi utang pajaknya setelah 
diterbitkan surat paksa. 
 Andrianto Saputra (2012) melakukan penelitian terhadap penerimaan pajak, hasil yang 
ditemukan adalah penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat sita berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan pajak. 
 Helsy Amelia Saputri (2012) juga menganalisis tentang pencairan tunggakan pajak pada 
KPP Pratama Bandung Cibeunying. Hasil yang ditemukan adalah surat teguran dan surat 
paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan 
pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sumber : Penulis, 2018 
 H1 : terdapat pengaruh penerbitan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak. 
 H2 : terdapat pengaruh penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. 
 H3 : terdapat pengaruh penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap 
pencairan tunggakan pajak. 
 H4 : terdapat pengaruh secara simultan penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat 
perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Metode Penelitian 
  Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
3.2 Jenis Data 
  Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk 
angka berupa nilai ketetapan dalam rupiah penerbitan surat teguran, surat paksa, surat 
perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), dan laporan pencairan tunggakan pajak serta data 
lainnya terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
PENCAIRAN TUNGGAKAN 
PAJAK (Y) 
SURAT 
TEGURAN 
(X1) 
SURAT 
PAKSA 
(X2) 
SURAT PERINTAH 
MELAKSANAKAN 
PENYITAAN (X3) 
H1 
H2 
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  Populasi dalam penelitian ini adalah laporan nilai ketetapan dalam rupiah surat teguran, 
surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) yang diterbitkan serta 
laporan jumlah pajak tertunggak yang berhasil dicairkan. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah laporan nilai ketetapan dalam rupiah surat teguran, surat paksa, dan surat 
perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) yang diterbitkan serta laporan jumlah pajak 
tertunggak yang berhasil dicairkan selama tahun 2015-2017. Teknik non probability 
sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik sampel 
jenuh. 
3.4 Teknik Analisis Data 
  Analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian menggunakan aplikasi perangkat 
lunak pengelola angka yaitu Statistical Product and Service Solution (SPSS) IBM Versi 23 
Terbaru. 
  Adapun bentuk-bentuk pengujian analisis data, yaitu : 
 1. Uji Asumsi Klasik 
  a. Uji Normalitas 
   Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali : 2016, h.154). Jika 
tingkat signifikansinya > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, sehingga 
dikatakan data residual berdistribusi normal. 
 b. Uji Multikolinieritas 
    Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali : 2016, 
h.103). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 
tolerance>0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF)<10. 
 c. Uji Heteroskedastisitas 
    Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain (Ghozali : 2016, h.134). 
 d. Uji Autokorelasi 
    Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 
regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 
kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka akan terjadi 
problem autokorelasi. Sedangkan model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 
dari autokorelasi (Singgih Santoso : 2012, h.241). 
 e. Uji Linearitas 
    Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah 
benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya 
berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi 
apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik (Ghozali : 2016, h.159). 
    Penelitian ini menggunakan uji Lagrange Multiplier. Uji ini merupakan uji 
alternatif dari Ramsey testdan dikembangkan oleh  Engle tahun 1982. Estimasi dengan 
uji ini bertujuan untuk mendapatkan nilai c2 hitung atau (n x R2). Uji ini 
menggunakan syarat nilai c2 hitung < c2 tabel, untuk dapat disimpulkan bahwa model 
yang benar untuk penelitian ini yaitu model linear (Ghozali : 2016, h.162). 
 2.  Model Regresi Linier Berganda 
   Regresi linier berganda adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang 
mempengaruhi sering disebut variabel bebas atau independen, sedangkan variabel yang 
dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen (Ghozali, 
2016). 
 3. Uji Hipotesis 
  a. Koefisien Determinasi R
2 
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   Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan kemampuan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali : 2016, h.95). 
 b. Uji T 
   Menurut Ghozali (2016, h.99), uji t-test dilakukan untuk menunjukkan pengaruh 
variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 
 c. Uji F 
   Pengujian ini dilakukan untuk menguji signifikan secara serempak atau bersama-
sama semua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kriteria 
pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas < 0,05 semua variabel independen 
dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen (Ghozali : 2016, h.99). 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
  Ada 3 (tiga) tanggal bersejarah bagi KPP Madya Palembang : 
 1. 27 Desember 2006 : Hari lahir KPP Madya Palembang melalui peresmian 
pembentukannya oleh Menteri Keuangan RI. 
 2. 8 Februari 2007 : Diangkat dan dilantiknya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Palembang yang pertama untuk menjalankan tugas Kepala Kantor sebagai Penanggung 
Jawab. 
 3. 9 April 2007 : Saat mulai operasional (SMO) melayani wajib pajak. 
 
4.2 Hasil Penelitian 
 1. Hasil Uji Asumsi Klasik 
  a. Uji Normalitas Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Test Statistic Kolmogorov-Smirnov 
sebesar 1.006 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.263. Dikarenakan nilai signifikansi 
lebih besar dari 0.05, maka keputusannya adalah data berdistribusi normal. Berarti 
asumsi normalitas data terpenuhi. 
 Unstandardized Residual 
N 36 
Normal Parametersa,b Mean .0000005 
Std. 
Deviation 
2507085130.51141400 
Most Extreme Differences Absolute .168 
Positive .168 
Negative -.093 
Test Statistic 1.006 
Asymp. Sig. (2-tailed) .263 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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b. Hasil Uji Multikolinieritas 
 
 
  
 
 
 
 
 
Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui hasil perhitungan nilai tolerance untuk surat 
teguran sebesar 0.757, untuk surat paksa sebesar 0.933, dan untuk surat perintah 
melaksanakan penyitaan sebesar 0.764. Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan 
bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 
yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 
95%. 
Sedangkan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu 
nilai VIF tidak lebih dari 10. Dimana nilai VIF untuk surat teguran sebesar 1.320, 
surat paksa sebesar 1.072, dan surat perintah melaksanakan penyitaan sebesar 1.308. 
Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian 
ini terbebas dari problem multikolinieritas. 
 c. Hasil Uji Autokorelasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada hasil diatas dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi pada model regresi 
ini menunjukkan angka Durbin Watson sebesar 1.485. Angka Durbin-Watson 
menunjukkan angka 1.485 yang berada di batas -2 sampai 2. Hal ini menunjukkan 
bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari problem autokorelasi. 
d. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari grafik Scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 
serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas pada model regresi. 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant) 
  
X1 .757 1.320 
X2 .933 1.072 
X3 .764 1.308 
a. Dependent Variable: Y 
Model Summary
b 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .690a .476 .427 2621972389.771 1.485 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
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e. Hasil Uji Linearitas   
 
 
 
 
 
 
 
 Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat dari tabel bahwa nilai R2 bernilai 0.476 
dengan jumlah n observasi 36, maka besarnya nilai c2 hitung 36 x 0.476 = 17,136. 
Nilai ini dibandingkan dengan c2 tabel dengan df persamaan 1 = (n-k), dimana n 
adalah jumlah data dan n adalah jumlah variabel penelitian. Sehingga didapat hasil 
df1=36-4=32 dengan tingkat signifikan 0,05 didapat dari nilai c2 tabel = 46,19. Oleh 
karena itu nilai c2 hitung < c2 tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model yang 
benar untuk penelitian ini yaitu model linear. 
2. Hasil Uji Hipotesis 
 a. Koefisien Determinasi R
2
 
 
 
 
 
 
 
 Hal ini menunjukkan pengertian bahwa variabel dependen dalam penelitian ini 
yaitu pencairan tunggakan pajak dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen 
dalam penelitian ini yaitu, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan 
penyitaan sebesar 42,7%. Sedangkan sisanya sebesar 53,3% (100%-42,7%) 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain. Faktor lain yang mempengaruhi 
pencairan tunggakan pajak adalah pelaksanaan penagihan selain penagihan dengan 
surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan seperti 
diterbitkan surat himbauan sebelum diterbitkan surat teguran, penyitaan yang diakhiri 
dengan pelelangan, penagihan seketika sekaligus, dan penyanderaan pajak. 
 b. Hasil Uji F 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nilai output SPSS menyatakan bahwa nilai signifikasi untuk surat teguran, surat 
paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan sebesar 0.000 yang menunjukkan 
probabilitas lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberi pengertian bahwa variabel 
Model Summary 
Model R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .690a .476 .427 2621972389.771 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .690a .476 .427 2621972389.771 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
ANOVA
a 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 20020786160179120
0000.000 
3 
66735953867263740
000.000 
9.707 .000b 
Residual 21999165480710003
0000.000 
32 
68747392127218760
00.000 
  
Total 42019951640889124
0000.000 
35    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
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independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
dependennya. 
 c. Hasil Uji T-Statistik 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uji t hitung yang dinyatakan dalam tabel di atas untuk surat teguran sebesar 0,333 
sedangkan t tabelnya 1,694 dengan nilai Sig. 0,741. Hal ini berarti t hitung lebih kecil dari 
t tabel. Begitupula untuk surat paksa dimana t hitung lebih kecil dari t tabelnya, yaitu -
1,362 < 1,694 dan nilai Sig. 0,183. Hal ini berarti bahwa surat teguran dan surat paksa 
tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Lain halnya dengan surat perintah 
melaksanakan penyitaan yang memiliki t hitung lebih besar dari t tabelnya, yaitu 4,667 > 
1,694 dengan nilai Sig. 0,000. Hal ini berarti bahwa surat perintah melaksanakan 
penyitaan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
 
3. Analisis Regresi Linear Berganda 
  Didapat persamaan di bawah ini : 
    Y =  5922334517 + 0,017.X1 – 0,128.X2 + 0,228.X3 
 
4. Pembahasan 
 a. Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
 Nilai t hitung untuk variabel surat teguran sebesar 0,333. Nilai ini lebih kecil dari t 
tabel yaitu 1,694 dengan nilai signifikasi sebesar 0,741 lebih besar dari 0,05. Nilai 
koefisien regresi sebesar 0,017 yang memiliki arah positif. Hal ini tidak sesuai dengan 
general deterrence dalam teori deterrence yang mengatakan bahwa efek pencegahan 
diharapkan terjadi sebelum hukuman dijatuhkan karena peringatan yang hanya berupa 
surat teguran masih belum membuat wajib pajak tertekan untuk melunasi tunggakan 
pajaknya. Hal ini dikarenakan dari data surat teguran yang diperoleh dari tahun 2015 
hingga tahun 2017 tidak memperlihatkan penerimaan tunggakan pajak yang signifikan 
setiap bulannya. Jumlah penerimaan tunggakan pajak tidak sesuai dengan jumlah 
penerbitan surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak (lampiran). 
 Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Erwis (2012) yang menyatakan bahwa 
surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama 
Makassar Selatan. Hasil ini sama seperti dengan penelitian yang dilakukan oleh Badrus 
Soleh (2018) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. 
 Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina 
Fatmadika (2016) yang menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh signifikan terhadap 
pencairan tunggakan pajak. Hal serupa juga dikemukan oleh Tania Sabrina (2018) yang 
dalam penelitiannya menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh signifikan ke arah 
positif terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Coefficients
a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5922334516.663 1351867244.563 
 
4.381 .000 
X1 .017 .051 .049 .333 .741 
X2 -.128 .094 -.180 -1.362 .183 
X3 .228 .049 .683 4.667 .000 
a. Dependent Variable: Y 
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 b. Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
 Nilai t hitung untuk variabel surat paksa sebesar -0,128. Nilai ini lebih kecil dari t 
tabel yaitu 1,694 dengan nilai signifikasi sebesar 0,183 lebih besar dari 0,05. Nilai 
koefisien regresi sebesar -0,128 yang memiliki arah negatif. 
 Hal ini tidak sesuai dengan teori deterrence dimana pencegahan melalui peringatan 
yang dijatuhkan secara terbuka dapat mencegah kemungkinan melakukan pelanggaran 
karena surat paksa ini diantarkan langsung oleh jurusita yang ditugaskan oleh kantor.  
 Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Kamila Zahra (2016) yang menyatakan 
bahwa surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di 
KPP Pratama Sumedang. Hasil ini sama seperti dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Affan Marhaendi (2009) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Taman Sari 
Ratu. 
 Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi 
Hendrawan (2014) yang menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh signifikan terhadap 
pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I. Hal 
serupa juga dikemukan oleh Nainggolan (2015) yang dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
 c. Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
 Nilai t hitung untuk variabel surat perintah melaksanakan penyitaan sebesar 4,667. 
Nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1,694 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih 
kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,228 yang memiliki arah positif. 
Hal ini sesuai dengan special deterrence dalam teori deterrence yang mengatakan bahwa 
efek pencegahan dari hukuman yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah hukuman 
dilakukan karena dalam hal ini jurusita langsung menyita aset yang dimiliki penunggak 
pajak bila tidak melunasi tunggakan pajaknya. 
 Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) berpengaruh terhadap pencairan 
tunggakan pajak dapat terjadi karena SPMP merupakan hasil pilihan dari surat paksa yang 
belum tercairkan dan masih memiliki potensi untuk dilakukan penyitaan, oleh sebab itu 
SPMP yang diterbitkan dapat menghasilkan pencairan yang cukup besar meskipun jumlah 
terbit sedikit. 
 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rani Febrina (2017) yang menyatakan bahwa 
surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak 
di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Hasil ini sama seperti dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Azriel Alam (2009) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Pabean Cantikan. 
 Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Stefany (2015) yang 
menyatakan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal serupa juga dikemukan oleh Tingkan 
Walewangko (2016) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa surat perintah 
melaksanakan penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan 
pajak di KPP Pratama Ambon. 
 d. Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
(SPMP) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
   Nilai F hitung untuk variabel surat perintah melaksanakan penyitaan sebesar 9,707. 
Nilai ini lebih besar dari F tabel yaitu 2,92 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih 
kecil dari 0,05. 
   Hal ini sesuai dengan teori deterrence, dimana seseorang akan berusaha untuk 
menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat dari tindakan melanggar aturan. 
12 
 
Dengan dilakukannya penagihan aktif melalui penerbitan surat teguran, surat paksa dan 
SPMP serta semakin lama menunggak pajak semakin besar pula denda administrasi yang 
diberikan, tentu wajib pajak akan merasa takut dan secepatnya akan melunasi tunggakan 
pajaknya baik secara langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi 
pencairan tunggakan pajak. 
   Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yuliana (2008) yang meneliti tentang pengaruh 
pelaksanaan tindakan penagihan aktif terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP 
Pratama Balikpapan yang menemukan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan aktif yang 
meliputi jumlah surat teguran, surat paksa, SPMP mampu mempunyai pengaruh yang 
sangat kuat sebesar 89% terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama 
Balikpapan variabel pelaksanaan penagihan. Hal ini didukung oleh penelitian Hidayat dan 
Cheisviyanny (2013) yang menemukan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh 
signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada uraian yang ada pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa 
kesimpulan sehubungan dengan pembahasan mengenai pengaruh surat teguran, surat paksa, 
dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak wajib pajak 
pada KPP Madya Palembang. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut : 
 1. Surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
 2. Surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
 3. Surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh signifikan terhadap pencairan 
tunggakan pajak. 
 4. Variabel independen  dalam penelitian ini, yaitu surat teguran, surat paksa, dan surat 
perintah melaksanakan penyitaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
dependennya, yaitu pencairan tunggakan pajak. 
 
5.2 Saran 
Setelah melakukan penelitian, maka penulis memberikan saran bagi KPP Madya 
Palembang yaitu : 
 1. Untuk mengatasi masalah masih rendahnya pencairan tunggakan pajak dari pelaksanaan 
penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan 
penyitaan, maka perlu ditingkatkan lagi kerjasama antara fiskus dan wajib pajak. 
 2. Sebaiknya Seksi Penagihan perlu mencari dan menghasilkan strategi-strategi baru yang 
lebih baik yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak, agar pencairan tunggakan 
pajak lebih efektif untuk tahun mendatang. 
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